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PENGUATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM BINGKAI
WASATIYYAH MENUJU KAMPUS MERDEKA

Mustiqowati Ummul Fitriyyah, Siti Malaiha Dewi

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Institut Agama Islam Negeri
Kudus
JI. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru, 28293,
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Abstrak: Tulisan ini mengkaji ide collaborative governance dengan bingkai
wasatiyyah. Kajian bertitik tolak pada fenomena dihadirkannya kebijakan
program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Mentri Pendidikan dan Kebudayaan
pada tahun 2020 mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar untuk menghasilkan
lulusan yang berkompeten. Program ini melibatkan berbagai pihak seperti
pemerintah dan akademisi. Untuk itu diperlukan collaborative dalam governance.
Collaborative governance dilaksanakan antara Pemerintah, Swasta dan Perguruan
Tinggi. Pendekatan yang dianggap tepat dalam membangun collaborative
governance yakni dengan bingkai wasatiyyah. Wasatiyyah merupakan sebuah
kerangka berfikir, bersikap dan bertingkah laku penuh keseimbangan dan
proposional, yang tertanam dalam setiap individu. Wasatiyyah dapat menjadi
spirit yang relevan dalam bingkai kenegaraan di Indonesia. Metode yang
digunakan untuk mengkaji persoalan ini yakni metode library research. Kajian ini
menemukan bahwa yang harus dilakukan dalam upaya dalam penerapan kampus
mereka adalah pemerintah harus menerapkan collaborative governance dengan
bingkai wasatiyyah agar tercapai penerapan kampus merdeka yang efektif.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Wasatiyyah, Kampus Merdeka

Abstract: This paper is examining the collaborative governance idea with
wasatiyyah frame. This study is stating on the point of the phenomenon that
occurred from Merdeka Belajar-Kampus Merdeka policy program. The Minister of
Education and Culture in 2020 released Merdeka Belajar policy for obtaining the
skillful graduates. This program is involving vary parties such as government and
academics. Therefore it needed collaborative in governance. Collaborative
governance is implemented by government, privat, and university. The approach
that considered as appropriate to build collaborative governance is in wasatiyyah
frame. Wasatiyyah is a framework, act, and behave with full of balance and
proportional, that embedded in every individual. Wasatiyyah can be a relevant
spirit inside frame of state in Indonesia. This paper is using library research
method to examine the problem. This study found something that have to do in
effort to implement Kampus Merdeka is government has to execute collaborative
governance in wasatiyyah frame in order to achieve the implementation of the
effective Kampus Merdeka.

Keywords: Collaborative Governance, Wasatiyyah, Kampus Merdeka
PENDAHULUAN
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Pendidikan di era globalisasi ini menghadapi tantangan zaman yang terus
berdinamika. Hal ini sesuai dengan ajaran islam bahwa menuntut ilmu dilakukan
seumur hidup. Dalam hal ini pendidikan tidak boleh ketinggalan zaman, manusia
tertuntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Artinya
bahwa manusia beriringan dengan fase kehidupan yang terus berubah, yakni
salah satunya adalah sistem pendidikan yang mengalami perubahan ke arah yang
lebih baik untuk menyesuaikan dengan zaman yang semakin kompetitif.
Berangkat dari fakta tersebut, negara perlu mengatur strategi di bidang sektor
pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan
kompetitif sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu sektor pendidikan yang
lulusannya menjadi tertuntut zaman harus kompeten dan kompetitif yakni
perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus melakukan berbagai transformasi
pembelajaran untuk mempersiapkan lulusan yang unggul, berkompeten serta
mampu berkompetisi dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menerbitkan
kebijakan untuk perguruan tinggi yang dikenal dengan “Merdeka Belajar-Kampus
Merdeka”.

Program kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (KMB-KM)
merupakan bagian dari upaya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI,
dengan tujuan mendorong mahasiwabisa menguasai beragam kompetensi
sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Susetyo, 2020). Dalam kebijakan kampus
Merdeka diharapkan menjadi jawaban atas tuntutan zaman. Kebijakan ini
dihadirkan diseluruh perguruan tinggi di Indonesia agar dapat membangun
rencana strategi dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang
berkompeten Soft Skill maupun Hard Skill agar lebih siap dalam dengan
kebutuhan zaman. Pemerintah menghadirkan program kampus merdeka ini juga
untuk menciptakan link and match dan menjadi mata rantai penghubung antara
perguruan tinggi dengan kebutuhan di dunia kerja.

Kebijakan yang dikenal dengan sebutan “Merdeka Belajar” yang
diluncurkan melalu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan
lulusan tinggi ini terdiri dari 4 (empat)program utama, yaitu, kemudahan
pembukaan program studi baru, perubahan system akreditasi perguruan tinggi,
kemudahan perguruan tinggi negri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak
belajar bagi mahasiswa untuk mengambil 3 (tiga) semester di luar program
studinya. Merujuk pada kebijakan Kampus Merdeka, dikutip dari salah satu media
massa bahwa kebijakan kampus merdeka ini merupakan kelanjutan dan konsep
merdeka belajar. Pelaksanaan dari program Kampus merdeka ini paling mungkin
untuk segera dilaksanakan. Karena hanya mengubah Peraturan Pentri, tidak
sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang. Hal ini
berdasarkan penyampaikan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem
Makarim. (Makdori, 2020).

Beberapa fakta yang diperkirakan menjadi masalah yang terjadi dalam
dalam penerapan konsep Kampus Merdeka adalah terletak pada kesiapan
perguruan tinggi dalam menerapkan program Kampus Merdeka yang merupakan
kebijakan yang di atur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan mutu
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pembelajaran dan lulusan tinggi. Dimana perguruan tinggi memiliki tantangan
tersendiri untuk memaksimalkan penerapan program Kampus Merdeka ini.
Adapun tantangan bagi perguruan tinggi yakni, perguruan tinggi perlu
mempersiapkan diri baik secara sumber daya manusia maupun fasilitas, serta
merancang kurikulum yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Tantangan
selanjutnya yang dihadapi yakni penanganan administrasi. Konsep Kampus
Merdeka juga menghadapi tantangan dimana kualifikasi pembukaan program
studi dan sistem akreditasi dinilai memberatkan perguran tinggi serta dinilai sulit.
Hal ini dikarenakan belum semua perguruna tinggi melaksanakan kebijakan
program kampus merdeka secara serentak.

Instrumen lain yang tak kalah penting dalam penerapan kebijakan
program kampus merdeka yakni Collaborative Governance antara pemerintah,
swasta dan perguruan tinggi. Colaborative Governance menjadi salah satu model
strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai stakeholders atau
pemangku Kkepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan
aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk
menyeselesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu
sendiri. Pendekatan Collaborative Governance menjadi tolak ukur keberhasilan
penerapan Kkebijakan program kampus merdeka yang dilakukan untuk
menghasilkan lulusan yang kompeten dan konpetitif. Dalam kajian ini, penulis
menggunakan pendekatan wasathiyah yang dinilai memiliki tujuan yang sama
dengan konsep Collaborative Governance. Wasathiyah adalah model ekspresi dan
pemahaman yang relevan. Ada 4 (empat) aspek konsep Wasathiyah yaitu,
Pemikiran (Fikrah), Perbuatan (Amaliyah), Gerakan (Harakah), dan Strategi
(Siyasah).

Prinsip-prinsip tersebut harus dipenuhi agar menimbulkan kepercayaan
dari masyarakat di satu pihak, dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi
pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan program kampus merdeka.
Melalui Collaborative Governance dengan menggunakan pendekatan Wasathiyabh,
pemerintah diharapkan dapat berkolaborasi dengan dengan berbagai pihak
seperti, Swasta dan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Oleh karena hal
tersebut, diharapkan kebijakan program kampus merdeka diterima oleh seluruh
elemen di perguruan tinggi serta tujuan dari kebijakan Kampus Merdeka yakni
menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif dapat di capai dengan
optimal.

PEMBAHASAN
Konsep Wasatiyyah

Konsep Wasathiyah yang dibahas daam kajian ini berasal dari bahasa
Arab wasat, memiliki arti “pertengahan”. Dalam penggunaan sehari-hari,
wasathiyah merujuk pada sikap yang berada di tengah-tengah antara berlebihan
(guluw) dan kekurangan (gasr). Ukuran dari berlebihan dan kekurangan dalam
kontekssikap tersebut adalah batas-batas aturan yang ditetapkan agama (Ghazali,
2010). Wasathiyah merupakan pemahaman moderat yang merupakan salah satu
karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Pemahaman
moderat ini menggaungkan kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala
bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal dalam arti yang hanya
memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang biasanya
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cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah. Radikal dalam arti memaknai
I[slam secara tekstual yang menghilangkan fleksibilitas ajarannya. Sehingga dalam
hal ini Islam terlihat kaku dan terkesan tidak mampu membaca realitas hidup.
Wasathiyah Islam ini menjadi salah satu sikap penolakan terhadap ekstremisme
dalam bentuk kedzaliman dan kebatilan.

Ibnu Faris menjelaskan dalam kitab “Maqayisul-Lughah” bahwa
rangkajan huruf
(‘Ig %menunjukkan makna adin atau pertengahan. Diterangkan bahwa Perkara
yang paling adil adalah yang paling tengah. Allah Swt. Berfirman dalam Alquran
Surah Al Bagarah ayat 143 “...sebagai umat yang pertengahan.”(Al-Bagarah:143).
DalamMufradat Alfazh Al-Quran menyebutkan secara bahasa bahwa kata washat
ini berarti,“Sesuayu yang memiliki dua elah ujung yang ukurannya sebanding”.
Istilah wasathiyah biasa digunakan menggunakan dasar dali dari Q.S Al-
Bagarah:143 sebagai berikut :

Artinya:
T T - T R A S Fxd & LT L T
g___J""L-"“ (_’LC- ;'I_.Lr.... |_5_15$_'J’ ll.,u.....j 4.l E.S:__L'_n_— "-3-“U,-’-—-j

= - A =-_ a PR -
Fag 25le Jaw 1 05503

Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (Umat Islam), umat yang adil
dan pilihan agat kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu dan kami tidak menerapkan
kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui
(supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot.dan sungguh
(pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah
diberikan pentunjuk oleh Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.
Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Menurut Hasyim Muzadi, konsep Wasathiyah tidak hanya pada ranah
syari’ah saja, namun juga ranah tauhid, ekonomi, muamalah, dan kauniyyah. Salah
satu ranah yang masuk menggunakan konsep wasathiyah yakni wasathiyah di
bidang pendidikan atau pengajaran. Umat Islam dalam menghadapi tantanagn
dalam bidang ilmu, teknologi dan informasi. Namun, kualifikasi kaum terpelajar
dan terdidik tidak seimbang dengan jumlah umat Islam. Oleh karenanya, perlu
dipersiapkannya strategi menyiapkan kompetensi yang mampu berkompetisi
(Wardatul Ilmiah & Nanah , 2020). Berdasarkan beberapa pengertian diatas,
dapat disimpulkan bahwa al-wasathiyah merupakan kondisi seimbang dan
menjaga seseorang dari kecenderungan menuju antara dua sisi/siak ekstrem,
sikab berlebihan atau kurang.

Praktik amaliyah Islam Wasathiyah mencakup: (1) Tawassuth
(pertengahan) yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrath (berlebih-
lebihan dalam beragama) dan tafrith (mengurangi ajaran agama), (2) Tawazun
(keseimbangan) yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang
meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam
menyatakan prinsip, mana yang merupakan inhiraf (penyimpangan) dan mana
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yang termasuk ikhtilaf (perbedaan), (3) [‘tidal (lurus dan adil), yakni
menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban secara proporsional, (4) Tasamuh (toleransi) yaitu
mengakui dan menghormati perbedaan, dalam berbagai aspek kehidupan, (5)
Musawah (egaliter) ialah tidak bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan, (6)
Syura (musyawarah) yaitu mengutamakan jalan musyawarah dalam
memecahkan segala persoalan demi tercapainya kemaslahatan bagi semua pihak,
(7) Ishlah (reformasi) yaitu mengedepankan prinsip reformatif untuk melakukan
perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman dengan
tetap berpegang pada prinsip al-muhafazhah ‘ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu
bi al-jadidi al-ashlah (menjaga hal-hal yang telah ada dan menerima hal-hal baru
yang lebih baik), (8) Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas) yaitu kemampuan
mengidentifikasi hal yang lebih penting yang harus diutamakan, (9) Tathawwur
wa ibtikar (dinamis dan inovatif) yaitu selalu terbuka untuk melakukan
perubahan dan menciptakan hal baru untuk kemaslahamatan dan kemajuan umat
manusia, (10) Tahadhdhur (berkeadaban) yaitu menjunjung tinggi akhlakul
karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khaira ummah.

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur
perumusan keputusan kebijakan public yang melibatkan aktor-aktor yang secara
konstruktif, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi public, swasta dan
masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik. Robertson dan Choi
(2010) mendefinisikan collaborative governance sebagai proses kolektif dan
egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi
dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang
sama untuk merefleksikan aspirasinta dalam proses tersebut (Kumorotomo,
2013). Dijelaskan pula oleh Dwiyanto (2011) bahwa dalam kerjasama kolaboratif
terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antar pihak, mereka
masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara
independen dan memiliki otoritas dalam mengella organisasinya walaupun
mereka tunduk pada kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011).

Menurut Ansell dan Gash (2007:544) mendefinisikan collaborative
governance adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih sebuah
lembaga publik yang secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non
publik, sehingga dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal,
dan berorientasi pada konsensus, serta musyawarah yang bertujuan untuk
memebuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program
atau aset publik. Adapun beberapa kata kunci yang menekan pada enam
karakteristik, yaitu: (1) Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga
publik maupun aktor dalam lembaga publik itu sendiri, (2) Peserta dalam forum
tersebut termasuk dalam aktor non publik. (3) Peserta terlibat langsung dalam
pembuatan dan pengambilan keputusan serta keputusan tidak harus merajuk
pada aktor publik. (4) Forum terorganisir secara formal dan pertemuan akan
diadakan secara bersama-sama. (5) Forum bertujuan untuk membuat keputusan
melalui keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini
berorientasi pada konsensus, dan (6) Kolaborasi berfokus pada kebijakan public
maupun manajemen publik.
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Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasistas internal yang
dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelakasanaan program.
Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor
pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah
untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama
pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyatakat sipil
sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program
atau kebijakan. (Purwanti, 2016)

Collaborative governance berbasis pada tujuan untuk memecahkan
bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak
tersebut tidak hanya berbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah,
karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat
sipil dalam perumusan dan pengembilan keputusan. Kerjasama diinisasi atas
keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-
masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai
komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam
perumusan tujaun, visi-misi, norma dan nilai bersama dalam kerjasama,
kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan
untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada
kesepakatan bersama. (Purwanti, 2016).

Penerapan Kampus Merdeka Melalui Collaborative Governance Dengan
Bingkai Wasathiyah

Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka diartikan sebagai bentuk
pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka
dari birorasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang
diinginkan (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020).
Adapun Kkebijakan visioner “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” meliputi:
(1)Pembukaan Program Studi Baru , (2)Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi,
(3)Kebebasan Menjadi PTN-BH, (4)Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program
Studi .

Adapun beberapa poin yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum
Kampus Merdeka, yaitu: (1) menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam
negri dan luar negeri, (2) perguruan tinggi dapat mengalokasikan kuota untuk
mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound, (3)
menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar, (4) melakukan pemantauan
penyelenggaraan pertukaran pelajar, (5) menilai dan mengevaluasi hasil
pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS
mahasiswa, (6) mahasiswa diberi kesempatan belajar lima semester di program
studi yang dipilihnya saat masuk kuliah, satu semester belajar di luar program
studi di dalam universitas yang sama, dan dua semester belajar di luar program
studi yang berada di luar universitas, dan (7) mahasiswa diperbolehkan untuk
memilih program magang yang diinginkan.

Ulasan lebih lanjut dimuat dalam penelitian Susetyo (2020) menyatakan
bahwa implementasi merdeka belajar akan mengalami banyak hambatan,
khususnya untuk program studi yang masih menerapkan mata kuliah yang
tumpang tindih. Dalam pelaksanaan kebijakan program kampus merdeka yang
disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim sangat membutuhkan dukungan dan
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kerja sama dari berbagai pihak. Dukungan tersebut dari Pemerintah, Swasta dan
Perguruan tinggi yang meliputi sivitas akademika, Kementerian hingga dunia
industri. Demi tercapainya tujuan kebijakan program Kampus Merdeka, maka
ketiga elemen tersebut perlu menerapkan kerja sama yang disebut dengan
collaborative governance.
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan membuat regulasi yang menjadi
payung hukum dalam implementasi program Kampus Merdeka. Ada 5 (lima)
kebijakan yang mendasari program kampus merdeka, yaitu:
1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi

2. Permendikbud No.4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi
Negri menjadi Perguruang Tinggi Badan Hukum

3. Permendikbud No.5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi.

4. Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Sarjana pada Perguruan Tinggi

5. Permendikbud No.7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubarasan
Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan
[zin Perguruan Tinggi Swasta.

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang memahami secara
lebih dekat dengan kehidupan lingkungan kampus dimana mahasiswa dan dosen
saling berinteraksi. Dengan demikian, maka keterlibatan perguruan tinggi
menjadi poin utama dimana yang nantinya berhasil tidaknya kebijakan program
kampus merdeka ditentukan oleh kampus itu sendiri. Selanjutnya, pihak swasta
atau dunia industri yang dikenal sebagai lembaga yang fleksibel dalam
menghadapi tantangan dan peluang pasar kerja, diharapkan mau turut andil
dalam pelaksanaan kebijakaan kampus merdeka dengan memberikan
pembelajaran yang mempersiapkan mahasiswa agar menjadi lulusan yang
berkompeten sesuai bidangnya.

Dalam penelitian Susityo (2020), ditemukan pula bahwa terdapat
beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan program kampus
merdeka. Adapun beberapa masalah tersebut yakni kebijakan kampus merdeka
yang masih parsial dan belum menuju ke titik tujuan yang ingin dicapai. Belum
adanya kesiapan kampus dalam menerapkan kebijakan kampus merdeak, hal ini
dibuktikan belum semua perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan
kebijakan kampus merdeka. Selain itu, perguruan tinggi juga dalam menyusun
kurikulum kampus merdeka. Masalah yang terakhir yakni memerlukan waktu
yang cukup lama untuk menyiapkan seluruh program pembangungan sumber
daya manusia (SDM) dunia, yakni meliputi penyiapan tenaga pendidik (dosen),
serta mahasiswa yang harus siap menerima kurikulum baru dalam melaksanakan
pendidikan di perguruan tinggi.

Substansi dari Good governance adalah pemerintah menggandeng
berbagai pihak untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi secara sinergis antar
komponen yang ada dalam mewujudkan, yaitu swasta, masyarakat, akademisi,
dan media. Kolaborasi tersebut akan semakin bagus apabila dipadukan dengan
konsep wasatiyah atau prinsip moderasi. Pendekatan Wasathiyah menjadi hal
yang relavan untuk digunakan dalam melaksanakan kebijakan program Merdeka
Belajar yang menggunakan konsep collaborative governance. Wasathiyah adalah
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ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat dan
proporsional, atau sering disebut dengan istilah “moderat” dalam semua dimensi
kehidupan.

Adapun pendekatan wasathiyah memiliki 4 unsur utama, yakni : (1)
Pemikiran (Fikrah), (2) Perbuatan (Amaliyah), (3) Gerakan (Harakah), dan (4)
Strategi Politik (Siyasah). Dijelaskan dalam hasil penelitian dari Mia Amalia dalam
jurnal yang berjudul “Tantangan dan Upaya Pendidikan Hukum di Waktu Pandemi
dalam Meningkatkan Peran Pendidikan melalui Merdeka Belajar Kampus
Merdeka”, menjelaskan bahwa hambatan yang dialami dalam penyelenggaraan
penerapan kolaborasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Program Studi
Hukum Universitas Suryakancana adalah sebagai berikut: Keterbatasan waktu
dalam persiapan berbagai administrasi untuk pelaksanaan Program Studi untuk
menerapkan Kolaborasi Kurikulum Kebebasan Belajar di Kampus
Independen. Para penerima MBKM Grant memiliki berbagai kegiatan masing-
masing di Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga penjadwalan
pertemuan atau diskusi pedoman terkadang berubah dan sering dilakukan pada
sore hingga malam hari dan hari libur. (Amaliya, 2021)

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kendala dalam
pelaksanaan Kkebijakan kampus merdeka masih perlu dievaluasi dalam
pelaksanaannya. Pemerintah perlu melakukan collaborative governance bersama
perguruan tinggi agar terlaksananya kampus merdeka dalam maksimal.
Pemerintah harus memberikan dukungan baik hal administrasi maupun yang
lainnya, agar perguruan tinggi bisa memaksimalkan kinerja mereka untuk
melaksanakan kampus merdeka. Untuk melakukan Colaborative Governance
tersebut, dapat dilakukan dengan menerapkan 4 (empat) unsur utama dari
pendekatan wasathiyah. Dimana kebijakan kampus merdeka yang akan
dilaksanakan di seluruh kampus di Indonesia memerlukan revitalisasi terhadap
pemahaman konsep kampus merdeka itu, bahwa semua perguruan tinggi harus
mempunyai satu kesepahaman atau persamaan persepsi terkait hal-hal apa saja
yang harus dipersiapkan atau diadakan untuk mewujudkan kampus merdeka,
mengingat kondisi dari masing-masing perguruan tinggi tidaklah sama. Inilah
yang merupakan pengejawantahan dari prinsip fikrah dalam wasatiyah. Dan
seperti yang kita ketahui bersama saat ini belum semua perguruan tinggi
menerapkan Kkebijakan kampus merdeka.  Pemerintah bersama seluruh
perguruan tinggi di Indonesia harus melakukan komunikasi dan koordinasi
secara intens untuk menerapkan kebijaka kampus merdeka ini.

Lalu pemerintah juga perlu melakukan evaluasi atau meninjau kembali
hal-hal apa yang menjadi kendala dan solusi apa yang tepat untuk permasalahan
yang muncul dengan adanya kebijakan baru ini dibuktikan dengan tindakan-
tindakan konkrit yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan
kebijakan kamus merdeka. Pemerintah harus melibatkan seluruh stakeholder
untuk menilai apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan kampus
merdeka dan hal-hal apa yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan untuk
mengoptimalkan terlakssananya kebijakan kampus merdeka tersebut. Inilah yang
dimaksud dengan prinsip amaliyah dalam wasatiyah.

Selanjutnya pemerintah perlu membuat gerakan perubahan yang
inovatif, di mana berbagai gagasan harus dimunculkan demi terciptanya hal-hal
baru yang lebih kreatif terkait kebijakan kampus merdeka. Ini merupakan
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representasi dari prinsip harokah dalam wasatiyah. Maka untuk menopang hal
tersebut di atas, pemerintah perlu memetakan strategi (siyasah) untuk
memaksimalkan kolaborasi bersama perguruan tinggi, swasta, masyarakat dan
juga media dalam implementasi kebijakan kampus merdeka

Dan terkait dengan praktik amaliyah Islam Wasathiyah, hal-hal yang
dapat dilakukan antara lain: (1) Tawassuth (pertengahan), bahwa kebijakan
kampus merdeka ini harus memgang prinsip pertengahan, dalam artian program-
progam dalam kebijakan kampus merdeka itu menjadi sebuah keniscayaan yang
bisa dicapai oleh semua perguruan tinggi, bukan menjadi program yang terlalu
melangit dan susah digapai, (2) Tawazun (keseimbangan) mengandung
pemaknaan bahwa luaran atau goal yang nantinya akan dicapai dari kebijakan
kampus merdeka ini haruslah betul-betul mampu mengakomodir apa yang
menjadi kepentingan dan kebutuhan perguruan tinggi maupun mahasiswa secara
seimbang, (3) [I’tidal (lurus dan adil), bahwa kebijakan ini harus mampu
memberikan keadilan bagi seluruh perguruan tinggi dan juga mahasiswanya
sebagai kelompok sasaran dari kebijakan ini, terkait pemberian program-
program yang ditetapkan dalam kebijakan kampus merdeka, (4) Tasamuh
(toleransi) yaitu memperhatikan segala perbedaan yang ada di setiap perguruan
tinggi dengan kondisi mahasiswa yang juga sangat beragam, sehingga kebijakan
kampus merdeka ini tetap dapat dirasakan oleh semua perguruan tinggi, (5)
Musawah (egaliter) ialah, perwujudan dari prinsip ini adalah dengan cara
pemerintah tidak membeda-bedakan dalam hal pemberian fasilitas dan program
terkait kebijakan kampus merdeka ini kepada seluruh perguruan tinggi yang ada,
sebab yang hendak dicapai adalah peningkatan kualitan pendidikan di seluruh
lapisan pendidikan tinggi di Indoensia, buka khusus perguruan tinggi tertentu saja
, (6) Syura (musyawarah) yaitu mengutamakan dialog dari seluruh stakeholder
yang terkait dalam kebijakan kampus merdeka, agar senantiasa dapat
memutuskan tindakan-tindakan yang tepat bagi perbaikan pendidikan tinggi di
Indonesia, (7) Ishlah (reformasi) yaitu terus menggali ide-ide kreatif dan hal-hal
baru (inovatif) untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan kampus merdeka, (8)
Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), membuat skala prioritas, aspek-aspek
yang mana yang harus didahulukan dalam pelaksanaan kebijakan kampus
merdeka, (9) Tathawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif), perguruan tinggi
dengan dikawal oleh pemerintah harus terus dinamis bergerak melakukan
perubahan-perubahan inovatif terkait pelaksanaan kebijakan kampus merdekan,
(10) Tahadhdhur (berkeadaban), bahwa segala ikhtiar yang dilakukan melalui
kebijakan kampus merdekan itu tak lain dan tak bukan adalah untuk mencapai
lulusan dengan predikat khaira ummah, sebaik-baik umat yang diciptakan Allah
dengan segala keunggulannya dibandingkan umat yang lain.

KESIMPULAN

Tantangan pendidikan pada era globalisasi dalam meningkatkan mutu
pendidikan melalui Kampus Merdeka Merdeka Belajar yaitu pemerintah perlu
berkolaborasi dengan baik bersama perguruan tinggi dan swasta agar
tercapaiknya tujuan dari kebijakan program kampus merdeka dengan maksimal.
Pemerintah dalam berkolaborasi perlu adanya peninjauan baik dari segi
kebijakan maupun segi pelaksanaannya, hal ini dikarenakan beberapa kendala
yang sudah dirasakan oleh beberapa perguruan tinggi yang sudah mulai
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melaksanakan Kkebijakan kampus merdeka. Untuk mengatasi hal tersebut
pemerintah dapat menggunakan teori Collaborative Governance dengan
menggunakan 4 unsur dari pendekatan wasathiyah dimana kebijakan yang ada
lebih difikirkan (Fikrah) lagi dengna cara ditinjau ulang dalam pelaksanaan
kebijakan ini dengan perbuatan (Amaliyah) serta pemerintah dengan konsep
Collaboratie Governace dapat bergerak bersama atau bersinergi bersama
perguruan tinggi dan swasta dan membangun strategi politik (Siyasah) untuk
mengatasi kendala yang dirasakan oleh perguruan tinggi yang sudah menerapkan
kampus merdeka. Diharapkan akan ada cukup

waktu dalam persiapan berbagai pemerintahan untuk pelaksanaan Merdeka
Belajar. Prinsip-prinsip tersebut harus dipenuhi agar menimbulkan kepercayaan
dari masyarakat di satu pihak, dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi
pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan program kampus merdeka.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah perlu membuat gerakan perubahan
yang inovatif, demi terciptanya hal-hal baru yang lebih kreatif terkait kebijakan
kampus merdeka. Pemerintah dalam mewujudkan kebijakan kampus merdeka
perlu melakukan collaborative governance bersama perguruan tinggi agar
terlaksananya kampus merdeka dalam maksimal. Pemerintah harus memberikan
dukungan baik hal administrasi maupun yang lainnya, agar perguruan tinggi bisa
memaksimalkan kinerja mereka untuk melaksanakan kampus merdeka.
Pemerintah bersama seluruh perguruan tinggi di Indonesia juga harus melakukan
komunikasi dan koordinasi secara intens untuk menerapkan kebijaka kampus
merdeka ini.
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